
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 63 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN 

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

Menimbang 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BLITAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan perwujudan

penyelenggaraan fungsi pemerintahan berdasarkan

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan

kepemerintahan yang bersih serta untuk

meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang

optimal, Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun

2019 ten tang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika

peraturan perundang-undangan sehingga perlu

dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan

Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2019 ten tang Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Blitar;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa

Timur dan Undang - Undang Nomor 16

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 77 Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja 

Republik Indonesia Tahun 

Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6573); 

(Lembaran Negara

2020 Nomor 245, 

Republik Indonesia 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012

Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ten tang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

201 7 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun

2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Blitar Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 ten tang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blitar {Betita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 6/E);

15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2022 Nomor 45/D);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEN CAB UTAN 

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BLITAR. 



Pasal 1 

Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar 

Tahun 2019 Nomor 64/E) dicabut dan dinyatakan tidal< 

berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

p 
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Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 5 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLJTAR, 

� 

IZULMAROM 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 63/E 

pada tanggal 5 Juli 2022 

ttd




